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MOTTO 
 
..... َخْلا اوُقِبَتْسَاف ِتاَر ْ ي....  
Berlomba-lomba dalam kebaikan (Al-Baqorah:148)
1
                                                          
1
 Soenarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta, Al-Mujamma‟:1971) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan u> u dan garis di atas 
xi 
 
wau 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
xii 
 
 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiii 
 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 حم ام وملىسزلاإ د  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 اصيمناو ميكنا اىفوأفن  
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
MUHAMMAD FERI MAHENDRA, NIM: 142121033, “TINJAUAN 
HUKUM ISLAM TERHADAP DALAM KASUS KEPERDATAAN 
ANTARA ANAK DAN ORANG TUA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG 492K/AG/2012)”. Permasalahan yang terjadi adalah orang tua 
menggugat anak dan menantunya di Pengadilan untuk membatalkan akta hibah 
karena orang tua tidak merasa menghibahkan hartanya kepada anaknya. Akan 
tetapi orang tua kalah dalam persidangan di Pengadilan Agama Malang dan 
Pengadilan Tinggi Malang. Kemudian, kasus tersebut dibawa ke Mahkamah 
Agung dan akhirnya dimenangkan oleh orang tua. Permasalahan yang diangkat 
sebagai fokus penelitian adalah sengketa antara anak dan orang tua yang di bawa 
ke Pengadilan dan  tinjauan hukum Islam dalam sengketa antara anak dan orang 
tua dalam putusan mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012. Adapun tujuanya 
adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi antara orang tua dan anak 
serta mengetahui metode ijtihad hakim dalam memutus perkara. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yaitu penelitian dengan 
menggumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas putusan 
Mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012.  Sumber data dari penelitian ini adalah 
data sekunder: bahan hukum primer yaitu KUHPer, KHUP, UU No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU No. 35 
tentang Perlindungan Anak dan  putusan Mahkamah Agung Nomor: 492K/AG/ 
2012. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan 
kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah permasalahan anak dan orang tua  
dalam perkara Nomor 492K/AG/2012 di Mahkamah Agung tentang pembatalan 
akta hibah memang seharusnya dibawa ke Pengadilan Agama Malang sesuai 
dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 dan UU No 3 Tahun 2006  tentang 
Peradilan Agama Pasal 49. Sedangkan pola ijtihad yang hakim dalam memutus 
perkara ini menggunakan teori maqashaid al syari’ah dengan metode “istihsan” 
dan “maslahat”. Hakim dalam memutus perkara ini bertujuan untuk kebaikan dan 
keadilan. Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung pantas mengabulkan 
Permohonan Kasasi orang tua untuk membatalkan akta hibah ke anak dan 
menantunya karena mempunyai landasan hukum yang tepat dan adil. 
 
Kata kunci: hukum Islam, Perdata, Anak, Orang Tua. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD FERI MAHENDRA, NIM: 142121033, “ISLAMIC 
LAW REVIEW OF CIVIL CASE BETWEEN CHILDREN AND PARENTS 
(STUDY OF SUPREME COURT DECREE 492K/AG/2012)”. The problem 
that occur is parents sue their children and son-in-law in Court to cancel deed of 
gift because parents don‟t feel grant their treasure to their children. However 
parents lost in the trial of Malang Religious Court and Malang High Court. Then, 
the case taken in Suprime Court and finally won by parents. The problem that 
appointed as focus research is dispute between children and parents of the 
Supreme Court Jurisprudence in the decide case number: 492K / AG / 2012. As 
for the purpose is to know the problem that occur between parents and children 
and know judge‟s ijtihad method in deciding this case.  
Type of this research is literature, that is research by collecting research 
materials through reading bundle of Supreme Court Decree number: 
492K/AG/2012. Data source in this research is secondary data, primary legal 
material is Civil Code, Criminal Code, Law Number 1 year 1974 about Marriage, 
Law Number 3 year 1997 about Child Justice, Law Number 35 about Child 
Protection and Supreme Court Decree Number 492K/AG/2012. Secondary legal 
material is the data that obtained or originated by the material of literature, like 
books, journal, result research, and internet. 
The conclusion that obtained is the problems of children and parents in 
case number 492K/AG/2012 in Supreme Court should be taken in Malang 
Religious Court in accordance with Law Number 50 year 2009 about second 
amendment from Law Number 7 year 1989 about Religious Justice Article 1 and 
Law Number 3 year 2006 about Religious Justice Article 49. While the ijtihad 
pattern that used by the judge in deciding this case used maqashaid al syari’ah 
theory with “istihsan” and “maslahat” method. The judge in deciding this case 
intend to kindness and justice. Therefore, The judge of Suprime Court appropriate 
grant parents cassation appeal to cancel deed of gift for their children and son-in-
law because has a legal basis that right and justice. 
 
Keyword: Islamic Law, Civil, Children, Parents  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri sertasuatu yang sakral dengan tujuan 
membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rohmah. 
Penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang 
menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum Indonesia dan sah 
menurut agama. 
Perkawinan adalah jalan yang di pilih allah SWT untuk melestarikan 
keturunan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 28B 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya :
1
 
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. 
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.”2 
                                                          
1
 Aulia Rahman, UUD 1945 setelah Amandemen, (Jakarta: PT. Nuansa Aulia, 2016), hlm 
26. 
2
 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasioanl, (Medan : CV. Tradimg., 1974) hln. 
11. 
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Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai 
elemen masyarakat, sehubungan dengan kedudukan dan hak-haknya dalam 
keluarga serta perlakuan orang tua terhadap anak bahkan juga dalam 
kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam 
mengayomi anak. 
Menurut ajaran Islam, anak sebagai hasil dari suatu perkawinan adalah 
amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa 
diperlakukan sekehendaknya hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus 
dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua, maka orang 
tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi 
keperluannya sampai dewasa. 
Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak 
menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-
kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup 
melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, 
anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. 
Awal mula manusia berinteraksi dan bersosialisasi adalah dari 
rumah.Dari rumahlah diajarkan segala aturan, hak dan kewajiban setiap 
individu. Segala proses pendidikan berawal dari sini. Tidaklah mengherankan 
bila keluarga memegang peranan penting dalam pondasi masyarakat. 
Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini 
salah satu penyebab adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam 
keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiannya 
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terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa 
yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. 
Seperti yang terjadi di Malang. Achmad Jakoen Tjokrohadi bin 
Achamd Tohir terpaksa menggugat anaknya yang bernama Ani Hadi 
Setyowati di Pengadilan Agama Malang dengan nomer perkara 
1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg. Kasus tersebut berawal dari ajakan Ani Hadi untuk 
menghadap ke kantor Notaris/PPAT guna menandatangani akta yang pada 
akhirnya diketahui dan disadari oleh Achamad Jokoen, ternyata yang 
ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah Nomor: 162/Klj/11/1999 tertanggal 
11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT di Malang, yang berisi 
bahwa Achamd jakoen menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa 
seluruhnya kepada Ani Hadi. Tindakan Ani Hadi tersebut telah memanfaatkan 
keadaan Achamad Jakoen dan Istrinya  yang berusia lanjut dan telah 
merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan di bawah tangan dari saudara-
saudara Ani Hadi untuk menyetujui Hibah Penggugat dalam bentuk blanko 
kosong. Kemudian dengan adanya Akta Hibah : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 
November 1999 dimanfaatkan oleh Ani Hadi untuk mengalihkan hak 
kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama Achamad 
Jakoen menjadi atas nama Ani Hadi.  
Dalam eksepsinya Ani Hadi selaku Tergugat mengatakan bahwa 
Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena secara 
nyata gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berpijak pada sengketa yang 
timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Achamad Jakoen 
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kepada Ani Hadi pada tanggal 11 November 1999 dengan Akta Hibah nomor : 
162/Klj/11/1999 di hadapan Notaris/PPAT di Malang, bahwasanya dalam 
Pasal 5 Akta Hibah tersebut disepakati oleh para pihak sebagai berikut: 
“Kedua belah pihak dalam hal inidengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubahpada Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri”. Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang 
terkait dengan Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 yang dibuat Notaris/PPAT 
di Malang maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri 
Malang bukan Pengadilan Agama Malang. 
Hakim dalam mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi para 
tergugat, menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili 
perkara tersebut, menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat dan 
gugatan rekonpensi para tergugat serta menghukum para penggugat untuk 
membayar biaya perkara.
3
 
Setelah putusan dibacakan dan persidangan selesai, Achamad Jakoen 
selaku yang kalah dalam persidangan naik banding di Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya dengan nomor perkara 48/Pdt.G/2012/PTA. Sby, tetapi 
dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Achamad Jakoen masih sia-sia 
karena dimenangkan lagi oleh Ani Hadi selaku tergugat. Upaya hukum yang 
dilakukan Achamad Jakoen masih berlanjut ke Mahkamah Agung dengan 
nomor perkara 492K/AG/2012. Namun  saat di Mahkamah Agung Hasilnya 
berbeda, hakim mengabulkan gugatan Achamad Jakoen dan menyatakan Akta 
                                                          
3
Putusan 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg. 
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hibah Nomor 162/11/1999 tanggal 11 Noveember 1999 yang dibuat oleh 
Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. batal demi hukum. 
Ternyata perkara ini masih belum selesai karena Ani Hadi selaku yang 
kalah melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atas 
putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 Januari 2013 No.492K/AG/2012. 
Dan saat permohonan Peninjauan Kembali berlangsung di tingkat Mahkamah 
Agung pihak Ani Hadi menggugat achamad Jakoen ke Pengadilan Negeri 
Malang dengan nomor perkara 06/Pdt.G/2014/PN.Mlg. Namun hakim 
Pengadilan Negeri Malang menyatakan perkara gugatan nomor 
06/Pdt.G/2014/PN. Mlg Nebis In Idem. 
Islam sendiri telah mengajarkan anak untuk memuliakan dan taat 
kepada kedua orang tua karena kedua orang tualah yang telah berjuang 
membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang, akan tetapi dalam kasus 
tersebut anak telah tega memalsukan akta hibah dan menggugat orang tuanya 
karena ingin menguasai harta benda orang tua. Sebenarnya dalam hukum 
positif sudah dijelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, seperti 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat (1) anak 
wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) 
jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 
tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan 
bantuannya. Tetapi anak menyesampingkan peraturan tersebut untuk merebut 
harta benda orang tua.Lalu sebenarnya sampai dimana Undang-Undang 
mendefinisikan kedudukan anak dan orang tua? 
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Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk diadakannya penelitian 
lebih lanjut, dan penelitian ini akan fokus pada permasalahan orang tua dan 
anak sampai di bawa di pengadilan, serta pola ijtihad hakim dalam masalah 
sengketa anak dan orang tua  dengan judul ” TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP KASUS KEPERDATAAN ANTARA ANAK DAN ORANG 
TUA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 
492K/AG/2012)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengapa permasalahan antara anak dan orang tua dibawa sampai di 
pengadilan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam masalah sengketa antara anak dan 
orang tua  dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan yang ada maka tujuan penelitian adalah: 
1. Mengetahui permasalahan anak dan orang tua yang dibawa sampai ke 
pengadilan serta diharapkan bisa memberikan wawasan mengenai 
permasalahan anak dan orang tua dibawa sampai kepengadilan. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam masalah sengketa anak dan orang 
tua serta diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai tinjauan 
hukum Islam dalam masalah sengketa anak dan orang tua  dalam putusan 
Mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012. 
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D. Manfaat Penelitian  
1. Diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan serta memperluas 
pengetahuan dan sebagai pengembang ilmu khususnya dalam 
keperdataan atara anak dan orang tua. 
2. Penambah wawasan keilmuan bagi Fakultas Syariah khususnya bagi para 
akademisi, dan diharapkan dapat menjadikan kajian yang dapa 
dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut. 
E. Tinjauan Pustaka 
Hingga saat ini, penulis belum menemukan karya tulis yang 
membahas secara khusus mengenai Tinjauan Yuridis Keperdataan antara 
Anak dan Orang Tua. 
Dari penelurusan penulis yang dilakukan terhadap karya tulis atau 
skripsi dan Jurnal yang telah disususn mahasiswa dan Dosen sebelumnya, 
penulis tidak menemukan secara khusus membahas atau mengadakan 
penelitian tentang Mendefinisikan Hubungan Keperdataan antara Anak dan 
Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Akan tetapi ada 
beberapa penelitian terkait perlindungan hak anak, diantaranya 
Pertama, skripsi yang berjudul “Pembatalan Hibah Terhadap Anak 
Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 
1976/Pdt.G/2014/PA. Klt)” tahun 2018 yang ditulis oleh Fajar Shodiq4. Hasil 
penelitian ini bahwa putusan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 
                                                          
4
Fajar Shodiq, Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA. Klt). Skripsi, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2018. 
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Agama Klaten menetapkan anak angkat mendapat 1/3 bagian dan disesuakan 
dengan KHI pasal 210 ayat (1) sebagai wasiat wajibah dan pembatalan hibah 
yang dilakukan sah karena Pengadilan Agama pertimbangannya berlandasan 
hukum materiil yaitu KHI pasal 210 ayat (1). Terdapat perbedaan dengan 
penelitian yang saya lakukan. Karena saya meneliti putusan Mahkamah 
Agung serta fokus kepada permasalahan antara anak dan orang tua di bawa di 
pengadilan dan tinjauan hukum Islam dalam masalah sengketa antara anak 
dan orang tua tinjauan dalam putusan Nomor 492K/AG/2012 di Mahkamah 
Agung. 
Kedua skripsi yang berjudul “Hak Keperdataan Anak di Luar 
Perkawinan Menurut Fikih dan Hukum Positif di Indonesia” Tahun 2013 
Danu Aris Setiyanto
5
.Kesimpulan dari skripsi ini putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak bertentangan dengan fikih, Mahkamah Konstitusi telah 
menjamin hak seorang anak untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Akan 
tetapi putusan tersebut berakibat hukum permasalahan lain yang menyangkut 
status perkawinan juga waris. Skripsi ini mempunyai perbedaan dengan 
penelitian saya karena fokus kepada permasalahan antara anak dan orang tua 
di bawa di pengadilan dan tinjauan hukum Isalm dalam masalah sengketa 
antara anak dan orang tua tinjauan dalam putusan Nomor 492K/AG/2012 di 
Mahkamah Agung. 
Ketiga skripsi dari Ardani Mahendra, yang berjudul “Tanggung 
Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak–Anak Ditinjau Dari 
                                                          
5
Danu Aris Setiyanto, Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Menurut Fikih dan 
Hukum Positif di Indonesia, Skripi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta,  2018. 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi 
Tunawisma di Kota Bengkulu)”. Skripsi ini membahas tentang orang tua yang 
bertanggung jawab atas kesejahteraan anak seperti yang tertulis pada UU No 
4 Tahun 1979 pasal 9 meyatakan bahwa, orang tua adalah yang pertama-tama 
bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secaara rohani, 
jasmani, maupun sosial dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi 
hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di kota Bengkulu.
6
 
Setelah pemaparan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian yang saya 
lakukan fokus pada permasalahan antara anak dan orang tua di bawa di 
pengadilan dan tinjauan hukum Isalm dalam masalah sengketa antara anak 
dan orang tua tinjauan dalam putusan Nomor 492K/AG/2012 di Mahkamah 
Agung. 
F. Kerangka Teori 
1. Orang Tua 
Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau 
keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya 
kehidupan dimasa datang. Di dalam buku kamus Bahasa Indonesia 
dijelaskan bahwa orang tua“Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) 
orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). 
Orang yang dihormati, disegani dikampung”.7 
 
Orang tua sebagai pendidik utama bagi anaknya, merupakan 
panutan utama seorang anak yang perilakunya akan ditiru dan diikuti. 
                                                          
6
 Ardan Mahendra, Skripsi, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak–
Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi 
Tunawisma di Kota Bengkulu), (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) 
7
Peter Salim A.M dan Yani Salim. B.S, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 
(Jakarta:Modern English Press, 1991). Hlm 1061 
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Melahirkan dan memelihara serta mendidik anak dengan baik adalah 
mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, di dunia dan akhirat.Lebih 
dari itu, keberadaan anak-anak merupakan penyambung kehidupan orang 
tua setelah mereka wafat, berupa pahala amal kebaikan. Juga mengekalkan 
nama baik dan mewarisi harta pusaka mereka. 
Orang tua sangat menentukan sekali kearah mana anak itu akan 
dibentuk, apabila anak itu akan di bentuk kearah baik atau buruk, sebab 
anak yang akan lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan perbuatan-
perbuatan tercela biasanya menghasilkan pribadi anak yang tercela dan 
semua itu sangat tergantung dari peranan orang tua yang memimpin 
keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 
9 yang berbunyi 
اوُلوُق َيْلَو َوَّللا اوُقَّ تَيْل َف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ ًافاَعِض ًةَّيِّرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوَُكر َت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو  ًلًْو َق
اًديِدَس 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.”8 
 
Orang tua menginginkan anaknya menjadi taat dan berbakti, 
karena ia adalah pewaris orang tuanya, yang akan berkiprah di masyarakat 
pada masa remaja maupun masa dewasa kelak. Orang tua tentu 
mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kehidupan anak nantinya 
                                                          
8
Al-Qur’an, (Bandung, Jumanatul Ali-art, 2006), hlm, 60. 
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dengan berbagai bekal yang sekiranya mumpuni bagi sang anak. Baik 
melalui sisi pendidikan, karakter, kreatifitas, dan lain- lain.
9
 
2. Anak  
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 
diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seseorang yang masih 
dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian 
dimaksud merupaka sering kali dijadikan pedoman dalam berbagai 
persoalan tentang anak. 
Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa “ialah saat ia (laki-laki atau 
perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu 
bapaknya tau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini 
muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.”10 
Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria 
usia, yang meliputi: 
a. Usia syarat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun 
b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah 
dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua. 
c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin. 
Sedangkan dalam KUHP Pasal 330 adalah belum dewasa mereka 
yang belummencapai umur genap 21 dan lebih dahulu telah kawin. 
                                                          
9
 Umar Hasyim, cara Mendidik Anak, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983). Hlm, 20. 
10
Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Berberapa Masalah Kenakalan Remaja, (PT. 
Karya Nusantara, Bandung, 1977).Hlm, 18. 
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Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu 
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara 
tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut : 
a. Anak menurut KUHP  
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa 
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, 
apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 
memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada 
orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan 
suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.Ketentuan Pasal 
35, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan 
lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
b. Anak menurut Hukum Perdata  
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
c. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin 
apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas 
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hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan 
Agama. 
d. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
3. Hubungan Orang tua dan Anak 
Hubungan orang tua dan anak sifatnya fluktuatif. Namun demikian, 
orang tua mengaharapkan yang terbaik bagi anaknya, terlepas dari tujuan 
atau tidak anak tersebut terhadap keinginan orang tuanya.Sifat emosi 
negatif untuk memperoleh tujuan yang diinginkan orang tua pada anak tau 
sebaliknya perlu diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar 
tidak terlalu berlebihan.Selain itu, ketidak harmonisan dengan lingkungan 
sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih 
berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak.Oleh karena itu, dukungan 
emosi yang saling menguntungan antara dua pihak (orang tua dengan 
anak) perlu dilakukan agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi 
hubungan dalam keluarga. 
Konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab 
disharmoni hubungan antara orang tua dan anak. Dan anak bisa bersifat 
kontruktif atau sebaliknya destruktif. Konflik dalam keluarga yang tidak 
cepat diselesaikan akan menyebabkan perpecahan pasangan dan juga 
kluarga terdekatnya.sebagai sebuah teori yang dikontruk dari realitas, 
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teori-teori berat ini tidak lepas dari latar belakang budaya. Dalam budaya 
barat, ajaran kebijakan untuk dapat membentuk individu dengan karakter 
yang baik hampir tidak ditemukan dalam kajian konsep relasi orang tua 
anak. 
Berbeda dengan konsep birr al-walidaindalam Islam, anak yang 
diasuh dan dididik dari kecil hingga dewasa oleh kedua orang 
tuanya juga menjadi pihak yang turut bertanggung jawab dalam 
menjaga kualitas relasi orang tua-anak dan konflik di antara 
keduanya. Birr al-walidain adalah berbuat baik dan berlapang 
dalam kebaikan kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan 
dan niat. Perintah untuk birr al-walidain adalah wujud syukur dan 
terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawat dari kecil 
hingga dewasa. Bahkan kebaikan yang diberikan seorang anak  
selama kepada orang tuanya, sebanyak apapun, tidak akan bisa 
menyamai dan mengimbangi kebaikan, kasih sayang dan kecintaan 
orang tua kepada anaknya. Dalam Islam Allah juga memerintahkan 
berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan ayat 
Al-Qur’an sebagai berikut:11 
 
  ىَضَقَو  ِكْلا َكَدْنِع َّنَغُل ْ ب َي اَّمِإ ًاناَسْحِإ ِنْيَدِلاَوْلِابَو ُهاَّيِإ َّلًِإ اوُدُبْع َت َّلًَأ َكُّبَر َاُهُُدَحَأ َر َب
 ًلًْو َق اَُمَلَ ْلُقَو َاُهُْرَه ْ ن َت َلًَو ٍّفُأ اَُمَلَ ْلُق َت َلََف َاُهَُلَِك َْوأًايمِرَك  
“Dan Tuhanmu telah memerintah supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik  pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu maka jangan sekali-kali kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan kamu membentak 
mereka dan ucapankanlah kepada mereka perkataan yang mulia” 
(Q.S. Al-Isra’: 23)12 
 
Perintah ini adalah kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan 
setelah menyembah Allah. Di samping itu, Allah juga memerintahkan 
untuk tidak berkata kasar atau menyakiti hati mereka, tidak membentak 
                                                          
11Nur I’anag, Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam, Buletin Psikologi vol. 25 
No 2, 2017, Hlm 114-115. 
12
Al-Qur’an, (Bandung, Jumanatul Ali-art, 2006), hlm, 215. 
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dan berkata dengan mulia kepada keduanya. Bahkan, pembicaraan anak 
juga harus merendahkan dan melembutkan suara sebagaimana kasih 
sayang kedua terhadap anak. 
Birr al-walidain, tidak berdiri sendiri dari anak kepada kedua 
orang tua. Keduanya mempunyai relasi dua arah yang nantinya 
akan berpengaruh kepada interaksi anak dengan orang tua. Dampak 
tersebut dapat dilihat dari dimensi relasi, yaitu konten interaksi, 
kekhuasaan dan keunikan dalam hubungan, timbal balik dan saling 
melengkapi.
13
 
 
4. Hak-Hak Keperdataan orang Tua dan Anak 
Seorang anak yang sah berada sampai waktunya ia mencapai usia 
dewasa atau kawin, dibawah kekuasaan orang tua. Di tuntut juga 
hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa 
tiap-tiap anak dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh 
kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, si bapak 
dan ibunya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka 
yang belum dewasa.
14
 
 
Di dalam hukum positif sebenarnya juga sudah mengatur mengenai 
kewajiban orang tua terhadap anak, seperti dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di jelaskan Pasal 45 ayat (1) Kedua 
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya dan ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) 
Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri 
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang 
tua putus. 
Adapun kewajiban anak ke orang tua dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 46 dalam ayat (1) Anak 
                                                          
13Nur I’anag, Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam, Buletin Psikologi vol. 25 
No 2, 2017, Hlm 120.  
14
Soharto Soiman. Hukum Orang dan Keluarga. (Jakarta:Sinar Grafika, 2010). Hlm  48. 
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wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik 
dan ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila 
mereka itu memerlukan bantuannya.
15
  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat 
mengelola data sesuai dengan tujuan penelitian.
16
 Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu peneliti dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan 
membaca berkas putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 
492K/AG/2012.Mengenai hukum perdata dan juga perkara hubungan 
keperdataan orang tua dan anak.
17
 
2. Sumber data  
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustakaan maka peneliti 
memperoleh data yang diperlukan dari bahan-bahan kepustakaan dan hasil 
hasil informasi-informasi yang secara tidak langsung membahas masalah 
keperdataan anak dan orang tua. 
a) Bahan Hukum Primer  
                                                          
15
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
16
 Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan disertasi, (bandung: Alfabeta, 
2013), hlm18. 
17
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 50. 
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Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya 
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan obyek penelitian, meliputi bahan hukum primer yaitu: 
1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) 
2) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) 
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
5) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak  
6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/AG/2012. 
7) Dalam hukum Islam menggunakan Al-Qur’an, Hadis, dan Usul 
Fiqh. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Adalah bahan yang tidak mengikat tetapi memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku literature, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), makalah, majalah 
dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
18
 
 
3. Teknik Analisis Data 
Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan 
menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan 
dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang 
                                                          
18Soerjono Soekanto, 1984, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas 
Indonesia), hlm. 252. 
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dipergunakan.
19
 Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data untuk menggambarkan suatu 
masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan 
uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah 
disimpulkan. 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun skripsi penulis menggunakan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
Bab I :Merupakan bagian dari pendahuluan, yang terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 
dan sistematika penelitian. 
Bab II :Berisikan gambaran umum, membahas landasan teori mengenai 
pembahasan dari Tinjauan Yuridis Keperdataan Anak dan Orang 
Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 
492K/AG/2012). 
Bab III :Menyangkup tentang profil Mahkamah Agung dan Diskripsi 
Perkaran Nomor 492K/AG/2012.Membahas mengenai profil dari 
Mahkamah Agung dan membahas mengenai duduk perkara Nomor 
492K/AG/2012. 
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 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hlm 96. 
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Bab IV :Berisikan mengenai inti dari skripsi yaitu menyangkup mengenai 
analisa dan pembahasan dari putusan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 492K/AG/2012. 
Bab V :Merupakan bagian dari penutup yang mengetengahkan 
kesimpulan akhir dari skripsi dan saran-saran yang ada kaitannya 
dengan pokok permasalahan. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KEPERDATAAN ANAK DAN ORANG TUA 
A. Pengertian Umum Keperdataan Anak dan Orang Tua 
1. Perdata 
a. Pengertian Perdata 
Hukum perdata hakikatnya merupakan hukumyang mengatur 
kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga 
perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan 
hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. 
Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan 
yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi 
kebebasan Individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, 
dan perikatan.Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek 
pengaturannya, yaitu kebebasan Individu, seperti orang dan 
keluarganya, hak milik, dan perikatan.Hal inin untuk 
membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya 
memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.
1
 
 
Adapun menurut H. F. A. Vollmar: hukum perdata adalah 
aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan 
dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada 
kepentingan-kepentingan pada perseorangan dalam 
perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan 
kepentingan yang lainnya dari orang-orang dalam suatu 
masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan 
keluarga dan hubungan lalu lintas.
2
 
 
Senada dengan H.F. A. vollmar, mengatakan: hukum perdata 
adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban 
orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari hubungan 
                                                          
1
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm 11. 
2
Ibid, hlm 11 
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kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya 
disebabkan masing-masing pihak. 
Definisi yang dikemukakan oleh Vollmar dan Sudikno 
Mertokusumo, merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan 
hukum dan ruang lingkupnya, Perlindungan hukum berkaitan dengan 
perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, dan 
didalam pergaulan masyarakat. 
Berdasarkan definisi tersebut diatas terkandung dalam hukum 
perdata, yaitu unsur-unsur: 
1) Adanya kaidah hukum, yaitu:  
a) Tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, teraktat, dan 
yurisprudensi; dan  
b) Tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam 
praktik kehidupan masyarakat (kebiasaaan). 
2) Mengatur hubungan hukum antara subjel hukum yang satu dengan 
subjek hukum yang lainnya. Dan 
3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum 
orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. 
b. Kaidah dan Luas Kaidah Hukum Perdata 
Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari beberapa hal, antara 
lain bentuk, subjek hukum, dan subtansinya. Berdaasarkan bentuknya 
hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan 
tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis, terdapat di dalam 
22 
 
 
peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 tentang aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 
sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum perdata 
tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, 
tumbuh dan berkembang dakam praktik kehidupan bermasyarakat 
(Kebiasaan) seperti hukum adat dan hukum Islam. 
Subjek hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis 
dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah yuridis. Hal ini 
karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan 
hukum.Sedangkan dalam bidang hukum adalah kumpulan orang-orang 
yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan 
kewajiban.
3
 
Subtansi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu dalam 
hubungan keluarga; dan dalam pergaulan masyarakat. Pada hubungan 
keluarga akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum 
keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan 
hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. 
Luas kajian hukum perdata pada dasarnya merujuk objek kajian 
daripada hukum perdata itu sendiri.Menurut vollmar, luas kajian 
hukum perdata dibedakam nenjadi dua macam, yaitu hukum perdata 
dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdadta 
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Ibid, hlm 13 
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dalam arti luas, obyek kajiannya merujuk pada bahan hukum 
sebagaimana yang terterta dalam KUHPer (BW) KUHD (WvK) 
beserta sejumlah yang disebut UU tambahan (UU tentang Perniagaan, 
UU tentang Perkumpulan Koperasi, dan lain-lain termasuk juaga 
hukum kepailitan dan hukum acara). Adapun hukum perdata dalam arti 
sempit, yaitu bahan hukum yang terdapat dalam KUHPer saja, 
misalnya, hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, 
hukum perikatan dan sebagainya.Yaitu aturan-aturan yang kalua 
dilanggar mengakibatkan saksi yang tegas dan nyata. 
Disamping itu, pengertian sumber hukum dalam ilmu 
pengetahuan hukum digunakan dalam beberapa pengertian oleh para 
ahli dan penulis, antara lain: 
a. Sumber hukum dalam pengertian sebagai „asalnya hukum‟ ialah 
berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan 
keputusan tersebut. Artinya, keputusan ini harus berasal dari 
penguasa yang berwenang untuk itu. 
b. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa UU, 
kebiasaan, traktat, yurisprudensi atau doktrin dan terdapat dalam 
UUD 1945, ketetapan MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, 
Keppre, dan lain-lainnya. 
c. Sumber hukum pengertian sebagai „hal-hal yang dapat atau 
seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan 
24 
 
 
hukumnya. Misalnya, keeyakinan pada hukumnya, rasa keadilan, 
ataupun perasaan akan hokum. 
Dalam ilmu hukum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi; 
Pertama, pengenalan hukum, sumber hukum yang mengaharuskan 
untuk menyelidiki dan tempat diketemukannya hukum. Kedua, sumber 
asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya hukum 
yaitu sember hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber 
nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar aturan hukum. 
Menurut Juniarto, istilah sumber hukum, dapat dipandang 
dalam tiga pengertian: 
a. Sumber dalam arti sebagai asal hukum, yaitu yang berkaitan 
tentang kewenagan penguasa, antara lain: 
1) Adanya suatu peraturan hukum dikeluarkan oleh penguasa 
yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut. 
2) Adanya kewenangan itu merupkan syarat mutlak untuk sahnya 
keputusan tersebut. 
3) Kewenangan yang dimiliki oleh penguasa harus ada dasar 
hukumnya. 
b. Sumber dalam arti tempat diketemukannya hukum, yaitu sumber 
yang membahas mengenai macam-macam, jenis, dan bentuk 
peraturan terutama yang tertulis yang dapat berupa UU atau 
peraturan lainnya. 
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c. Sumber dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi 
penentuan hukum, artinya dalam menciptakan hukum positif yang 
baik dan adil sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, harus 
memperhatikan berbagai macam hal, antara lain, keyakinan, rasa 
keadilan, serta perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal 
ini sangat diperlukan agar hukum yang diciptakan oleh penguasa 
dapat diterima oleh masyarakat. 
Pada dasarnya sumber hukum perdata, meliputi sumber hukum 
materiil dan sumber hukum formal.Sumber hukum materiil adalah 
sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana 
materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan 
menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber 
hukum materiil merupakan faktor yang membantu membentuk hukum, 
misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, sitiasi ekonomi, tradisi, 
keadaan geografi, penelitian ilmiah, yaitu tempat memperoleh 
kekuatan hukum.sedangkan sumber hukum formal, yaitu tempat 
memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk cara yang 
menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku, misalnya UU, 
perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan. Menurut E. Utrecht, 
bahwa selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru 
merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan 
cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan 
mengikat. 
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Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 2 yaitu (1) 
sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH Perdata, traktat dan 
yurisprudensi, dan (2)sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu 
kebiasaan. 
Secara khusus yang menjadi sumber hukum Indonesia tertulis, 
antara lain: Algemene Bepalinge van Wetgeving (AB), KHUPerdata, 
KUHD (BW), UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 1 
Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, UU No. 4 
Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda 
yang Berkaitan dengan Tanah,UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991  tentang Kompilasi 
Hukum Isam.
4
 
2. Orang tua 
Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau 
keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya 
kehidupan dimasa datang. Di dalam buku kamus Bahasa 
Indonesia dijelaskan bahwa orang tua“Ayah Ibu kandung 
(orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli 
dan sebagainya). Orang yang dihormati, disegani 
dikampung”.5 
 
Orang tua sebagai pendidik utama bagi anaknya, merupakan 
panutan utama seorang anak yang perilakunya akan ditiru dan diikuti. 
Melahirkan dan memelihara serta mendidik anak dengan baik adalah 
mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, di dunia dan 
akhirat..Lebih dari itu, keberadaan anak-anak merupakan penyambung 
                                                          
4
Ibid, hlm 15 
5
Peter Salim A.M dan Yani Salim. B.S, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 
(Jakarta:Modern English Press, 1991). Hlm 1061 
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kehidupan orang tua setelah mereka wafat, berupa pahala amal 
kebaikan. Juga mengekalkan nama baik dan mewarisi harta pusaka 
mereka. 
Orang tua sangat menentukan sekali kearah mana anak itu akan 
dibentuk, apabila anak itu akan di bentuk kearah baik atau buruk, 
sebab anak yang akan lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan 
perbuatan-perbuatan tercela biasanya menghasilkan biasanya 
menghasilkan pribadi anak yang tercela dan semua itu sangat 
tergantung dari peranan orang tua yang memimpin keluarganya. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 9 yang 
berbunyi 
 َوَّللا اوُقَّ تَيْل َف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ ًافاَعِض ًةَّيِّرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوَُكر َت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو
اًديِدَس ًلًْو َق اوُلوُق َيْلَو 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.”6 
 
Orang tua menginginkan anaknya menjadi taat dan berbakti, 
karena ia adalah pewaris orang tuanya, yang akan berkiprah di 
masyarakat pada masa remaja maupun masa dewasa kelak. Orang tua 
tentu mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kehidupan anak 
                                                          
6
Al-Qur‟an, (Bandung, Jumanatul Ali-art, 2006), hlm, 60. 
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nantinya dengan berbagai bekal yang sekiranya mumpuni bagi sang 
anak. Baik melalui sisi pendidikan, karakter, kreatifitas, dan lain- lain.
7
 
3. Anak 
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak 
adalah seseorang yang lahir dari hubungang pria dan wanita. 
Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah 
seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta 
belum kawin. Pengertian dimaksud merupaka sering kali dijadikan 
pedoman dalam berbagai persoalan tentang anak. 
Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa ialah saat ia (laki-laki atau 
perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu 
bapaknya tau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-
bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.
8
 
Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga 
kriteria usia, yang meliputi: 
a. Usia syarat kawin 19 tahun dan wanita 16 tahun 
b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah 
dibawahusia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua. 
c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin. 
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata dalam pasal 
330 adalah belum dewasa mereka yang belummencapai umur genap 21 
dan lebih dahulu telah kawin. 
                                                          
7
 Umar Hasyim, cara Mendidik Anak, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983). Hlm, 20. 
8
Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Berberapa Masalah Kenakalan Remaja, (PT. 
Karya Nusantara, Bandung, 1977).Hlm, 18. 
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Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, 
itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur 
secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut : 
a. Anak menurut KUHP  
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa 
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, 
apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 
memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan 
kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya 
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu 
hukuman. Ketentuan pasal 35, pasal 46 dan pasal 47 KUHP ini 
sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak. 
b. Anak menurut Hukum Perdata  
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh 
satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
c. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan  
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan 
(Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria 
hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam 
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belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat 
dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. 
d. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Perlindugan anak  
menjelaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
B. Hubungan Orang Tua dan Anak 
Hubungan orang tua dan anak sifatnya fluktuatif. Namun demikian, 
orang tua mengaharapkan yang terbaik bagi anaknya, terlepas dari tujuan atau 
tidak anak tersebut terhadap keinginan orang tuanya. Sifat emosi negatif untuk 
memperoleh tujuan yang diinginkan orang tua pada anak tau sebaliknya perlu 
diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar tidak terlalu 
berlebihan.Selain itu, ketidak harmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi 
sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh terhadap 
kondisi psikologi anak. Oleh karena itu, dukungan emosi yang saling 
menguntungan antara dua pihak (orang tua dengan anak) perlu dilakukan agar 
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan dalam keluarga. 
Konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab 
disharmoni hubungan antara orang tua dan anak. Dan anak bisa bersifat 
kontruktif atau sebaliknya destruktif. Konflik dalam keluarga yang tidak cepat 
diselesaikan akan menyebabkan perpecahan pasangan dan juga kluarga 
terdekatnya.sebagai sebuah teori yang dikontruk dari realitas, teori-teori berat 
ini tidak lepas dari latar belakang budaya. Dalam budaya barat, ajaran 
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kebijakan untuk dapat membentuk individu dengan karakter yang baik hampir 
tidak ditemukan dalam kajian konsep relasi orang tua anak. 
Berbeda dengan konsep birr al-walidain dalam Islam, anak yang 
diasuh dan dididik dari kecil hingga dewasa oleh kedua orang tuanya 
juga menjadi pihak yang turut bertanggung jawab dalam menjaga 
kualitas relasi orang tua-anak dan konflik di antara keduanya. Birr al-
walidain adalah berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan kepada 
orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan dan niat. Perintah untuk 
birr al-walidain adalah wujud syukur dan terima kasih kepada kedua 
orang tua yang telah merawat dari kecil hingga dewasa. Bahkan 
kebaikan yang diberikan seorang anak  selama kepada orang tuanya, 
sebanyak apapun, tidak akan bisa menyamai dan mengimbangi 
kebaikan, kasih sayang dan kecintaan orang tua kepada anaknya. 
Dalam Islam Allah juga memerintahkan berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur‟an sebagai berikut:9 
 
  ىَضَقَو  َكَدْنِع َّنَغُل ْ ب َي اَّمِإ ًاناَسْحِإ ِنْيَدِلاَوْلِابَو ُهاَّيِإ َّلًِإ اوُدُبْع َت َّلًَأ َكُّبَر  َْوأ َاُهُُدَحَأ َر َبِكْلا
 ًلًْو َق اَُمَلَ ْلُقَو َاُهُْرَه ْ ن َت َلًَو ٍّفُأ اَُمَلَ ْلُق َت َلََف َاُهَُلَِكًايمِرَك  
“Dan Tuhanmu telah memerintah supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik  pada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka 
jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 
“ah” dan jangan kamu membentak mereka dan ucapankanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra‟: 23)10 
 
Perintah ini adalah kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan 
setelah menyembah Allah. Di samping itu, Allah juga memerintahkan untuk 
tidak berkata kasar atau menyakiti hati mereka, tidak membentak dan berkata 
dengan mulia kepada keduanya.Dan bahkan, pembicaraan anak juga harus 
merendahkan dan melembutkan suara sebagaimana kasih sayang kedua 
terhadap anak. 
                                                          
9Nur I‟anag, Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam, Buletin Psikologi vol. 25 
No 2, 2017, Hlm 114-115. 
10
Al-Qur‟an, (Bandung, Jumanatul Ali-art, 2006), hlm, 215. 
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Birr al-walidain, tidak berdiri sendiri dari anak kepada kedua orang 
tua. Keduanya mempunyai relasi dua arah yang nantinya akan 
berpengaruh kepada interaksi anak dengan orang tua. Dampak 
tersebut dapat dilihat dari dimensi relasi, yaitu konten interaksi, 
kekhuasaan dan keunikan dalam hubungan, timbal balik dan saling 
melengkapi.
11
 
 
C. Hak-Hak Keperdataan orang Tua dan Anak 
Seorang anak yang sah berada sampai waktunya ia mencapai usia 
dewasa atau kawin, dibawah kekuasaan orang tua. Di tuntut juga 
hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa 
tiap-tiap anak dalam umur berapa pun juga, wajib menaruh 
kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, si bapak dan 
ibunya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang 
belum dewasa.
12
 
 
Di dalam hukum positif sebenarnya juga sudah mengatur mengenai 
kewajiban orang tua terhadap anak, seperti dalam Undang-Undang 
perkawinan nomor 1 tahun 1974 di jelaskan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Adapun kewajiban anak ke orang tua dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 46 dalam ayat (1) Anak wajib 
menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan ayat (2) 
Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 
                                                          
11Nur I‟anag, Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam, Buletin Psikologi vol. 25 
No 2, 2017, Hlm 120.  
12
Soharto Soiman. Hukum Orang dan Keluarga. (Jakarta:Sinar Grafika, 2010). Hlm  48. 
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tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan 
bantuannya.13  
D. Maqasid Al-Syariah 
Metode hakim dalam memutus perkara ini tidak dapat dilepaskan 
dengan teori maqashaid al syari‟ah dengan metode “istihsan” dan 
“maslahat”. Di samping berkaitan dengan tugas hakim adalah memutus 
perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim mengaplikasikan pada kasus-
kasus tertentu, maka bentuk ijtihadnya adalah ijtihad tatbiqi di samping 
ijtihad istinbati. 
Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata دص اقمdan ةعي رشلا. Maqasid 
adalah jamak dari yang berasal dari fi‟il دصق yang berarti 
mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. 
Syari'ah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat 
pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.14 
 
Ulama ushul fiqh mendefenisikan Maqasid al-Syari'ah dengan makna 
dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi 
kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-Syari'ah dikalangan ulama 
ushul fikih disebut juga dengan Asrar al-Syari'ah, yaitu rahasia-
rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara‟, 
berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di 
akhirat.Misalnya, syara‟ mewajibkan berbagai macam ibadah dengan 
tujuan untuk menegakkan agama Allah swt.15 
 
Istihsan, secara etimologis mengandung arti menganggap sesuatu itu 
baik. Secara terminologis, Istihsan adalah berpalingnya sang mujtahid dari 
tuntunan qiyas yang jelas „illatnya kepada tuntunan  qiyas yang samar 
„illatnya berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional atau 
                                                          
13
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . 
14
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000), hlm 13. 
15
 Alaiddin Koto, Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 
55. 
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berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum umum kepada tuntutan 
hukum spesifik berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional.16 
“Mashlahah Mursalah bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu 
metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak 
berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan 
maksud diturunkannya hukum syara‟ (maqashid as-syari‟ah).”17 
Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara‟ bukan kemaslahatan yang semata-
mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari‟atan 
hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam 
segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. 
 
 
 
 
 
                                                          
16
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011),  Hlm 110-111. 
17
 Suratmaputra, Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah 
dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 104. 
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BAB III 
DISKRIPSI MAHKAMAH AGUNG 
Dalam bab ini yang pertama menguraikan tentang profil dari Mahkamah 
Agung. Kedua menguraikan duduk perkara dari putusan Majelis Hakim tentang 
putusan nomor 492K/AG/2012. 
A. Gambaran Umum Mahkamah Agung 
Gambaran umum Mahkamah Agung menguraikan tentang tugas pokok 
dan fungsi Mahkamah Agung, visi misi dan struktur organisasi dari 
Mahkamah Agung. 
1. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung 
a. Fungsi Peradilan 
1) Sebagai peradilan Negeri Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 
penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali 
menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah 
negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 
2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung 
berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 
terakhir. 
a) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 
b) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 
33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
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Mahkamah Agung dan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 
2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung). 
c) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing 
dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia 
berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 
Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985) 
3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu 
wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan 
dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan 
ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari 
tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 
2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 
tentang  Mahkamah Agung). 
b. Fungsi Pengawasan 
1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan 
agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-Pengadilan 
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman 
pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa 
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan 
perkara (Pasal 2 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
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2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 
a) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim 
dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, 
dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan 
meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk 
yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang  Mahkamah 
Agung). 
b) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 
menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Mahkamah Agung). 
c. Fungsi Mengatur 
1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang 
tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi 
kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 5 Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
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2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri 
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang 
sudah diatur Undang-undang. 
d. FUNGSI NASEHAT 
Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau 
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 22 Undang-undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Agung 
memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam 
rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Selanjutnya Perubahan 
Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 
Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk 
memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara 
selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan 
pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaannya. 
e. FUNGSI ADMINISTRATIF 
Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) 
sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 
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2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman, secara organisatoris, 
administrative dan finansial sudah dialihkan dibawah kekuasaan 
Mahkamah Agung Pasal 21 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
f. FUNGSI LAIN-LAIN 
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya, berdasar Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dapat 
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
1
 
2. Visi Misi Mahkamah Agung 
a. Visi Badan Peradilan 
Visi badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh 
Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah: 
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” 
Visi badan peradilan tersebut di atas, di rumuskan dengan 
merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan 
alenia keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. 
Di tungkaankan usaha-usaha perbaikan untuk  mewujudkan 
Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat 
diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang: 
                                                          
1
Tugas pokok dan fungsi, https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi. 
Di akses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB. 
40 
 
 
1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, 
efektif, dan berkeadilan. 
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara 
mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 
3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen 
organisasi yang jelas dan terukur. 
4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara 
yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan 
proporsional. 
5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung 
lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi 
penyelenggaraan peradilan. 
6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten 
dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan 
yang berintegritas dan profesional. 
7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, 
administrasi, dan jalannya peradilan. 
8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 
9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, 
kredibilitas, dan transparansi. 
10) Modern dengan berbasis TI terpadu. 
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b. Misi Badan Peradilan 
Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai 
visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. 
Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan 
kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/ 
menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan 
didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. 
  Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 
pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, 
dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan 
Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah 
sebagai berikut: 
1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan 
yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang 
menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan 
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peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), 
serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 
(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi 
kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
badan peradilan secara efektif. 
Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana 
badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan 
organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka 
fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, 
administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia 
harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang 
diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah 
kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan 
penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti 
dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan 
jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. 
Selain kemandirian institusional, kemandirian badan 
peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk 
memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat 
dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.Tujuan 
peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk 
menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
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kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.Selain itu, juga 
perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di 
antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang 
berkembang. 
2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada 
Pencari Keadilan 
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari 
hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA 
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 
memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan 
peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 
Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya 
merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu 
pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan 
peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai 
sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam 
rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan 
kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. 
Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain 
menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan 
44 
 
 
pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses 
yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumumanjadwal 
sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai 
bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 
3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan 
menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan 
peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan 
peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan 
juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis 
(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, 
seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk 
menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang 
dipimpinnya.Untuk area non-teknis, secara operasional, 
pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan 
administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus 
memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. 
Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA 
menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan 
badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan 
kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial 
(kepemimpinan dan manajerial). 
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4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor 
penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan 
kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan 
dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, 
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi 
yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban 
kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui 
keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil 
peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, 
kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan 
pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin 
mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, 
pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang 
jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil 
peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga 
integritasnya.
2
 
3. Struktur Organisasi 
Susunan organisasi MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, 
panitera, dan seorang sekretaris. 
                                                          
2
 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: 
Mahkamah Agung RI, 2010) hlm. 13-18 
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a. Pimpinan MA terdiri atas seorang jumlah hakim  ketua, dua orang 
wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang masing-masing 
memimpin satu bidang khusus. Para hakim yang bekerja dalam 
lingkup MA disebut hakim agung. 
b. agung paling banyak 60 orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih 
oleh para hakim agung berdasarkan nama-nama calon yang 
diajukan oleh DPR dan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh 
presiden.
3
 
4. Prosedur Berperkara Mahkamah Agung 
a. Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan 
proses yang terdiri dari: 
a. Penerimaan Berkas Perkara 
Dalam tahapan penerimaan berkas perkara, unit kerja 
penerima surat/berkas perkara melaksanakan kegiatan 
operasional antara lain: 
1) menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara 
sesuai dengan jenis perkaranya; 
2) melakukan input data pada sistem informasi; 
3) melanjutkan distribusi berkas perkara kepada unit kerja 
penelaah berkas yang sesuai dengan jenis perkaranya. 
b. Penelaahan Berkas Perkara 
                                                          
3
Susunan Organisasi, https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-
mahkamah-agung-ri.Di akses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB. 
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Dalam tahapan penelaahan berkas perkara, unit kerja 
penelaah berkas perkara melaksanakan kegiatan operasional 
antara lain: 
1) meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara, 
termasuk dokumen elektroniknya; 
2) menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan 
penelaahan; 
3) melakukan input data pada sistem informasi; 
4) melanjutkan distribusi berkas perkara kepada Kepaniteraan 
Muda perkara sesuai jenis perkaranya. 
Dalam hal berkas perkara dinyatakan tidak lengkap 
maka unit kerja penelaah berkas perkara meminta kelengkapan 
berkas perkara kepada Pengadilan pengaju. 
c. Regristasi Berkas Perkara, 
Dalam tahapan registrasi berkas perkara, Kepaniteraan 
Muda Perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain: 
1) memberi nomor register perkara; 
2) melakukan input data pada sistem informasi dan buku 
register perkara; 
3) mengirimkan memorandum kepada Ketua Mahkamah 
Agung untuk penentuan distribusi perkara; 
d. Penetapan Kamar, Penetapan Majelis dan Distribusi Berkas 
Perkara, 
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1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan kamar yang 
mengadili perkara sesuai dengan jenis perkaranya untuk 
selanjutnya mendisposisikannya kepada Ketua Kamar 
terkait. 
2) Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara setelah mendapatkan disposisi dari 
Ketua Mahkamah Agung. 
3) Penetapan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud angka 
(d.2.) disampaikan kepada Panitera Muda Perkara oleh 
Panitera Muda Kamar. 
4) Panitera Muda Perkara menyampaikan Surat Penetapan 
Majelis Hakim kepada tiap-tiap anggota Majelis Hakim dan 
Panitera Pengganti disertai dengan penyampaian dokumen 
elektronik berkas perkara Bundel B dan lembar pendapat 
(adviesblad). 
5) Berkas perkara Bundel A dan B (dokumen kertas) 
disampaikan Panitera Muda Perkara kepada Ketua Majelis 
untuk disimpan guna dipergunakan sewaktu-waktu apabila 
diperlukan oleh anggota Majelis Hakim. 
6) Ketua Kamar wajib menetapkan perubahan Majelis Hakim 
apabila terjadi pengembalian berkas perkara. 
7) Guna percepatan penyelesaian minutasi konsep putusan 
pasca persidangan, Hakim Agung P1 dibantu Panitera 
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Pengganti dan Operator dapat segera memulai penyusunan 
konsep putusan dengan memanfaatkan templat putusan dan 
dokumen elektronik yang tersedia. 
e. Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan 
1) Setelah mendapatkan Surat Penetapan Majelis Hakim, 
Ketua Majelis Hakim menetapkan hari musyawarah dan 
ucapan dengan ketentuan jangka waktu maksimal 90 hari 
sejak diterimanya Surat Penetapan Majelis Hakim. 
2) Setelah Ketua Majelis menetapkan hari musyawarah dan 
ucapan sebagaimana dimaksud angka (e.1.), Panitera Muda 
Kamar melaksanakan: 
a) input data informasi jadwal sidang pada sistem 
informasi, dan 
b) melanjutkan distribusi Surat Penetapan Hari 
Musyawarah kepada tiap-tiap Anggota Majelis Hakim 
dan Panitera Pengganti dengan tembusan kepada 
Panitera Mahkamah Agung. 
f. Pembacaan berkas perkara, 
1) Setelah menerima berkas perkara, tiap-tiap anggota Majelis 
Hakim dan Panitera Pengganti secepatnya mengidentifikasi 
kemungkinan adanya konflik kepentingan sesuai yang 
diatur dalam undang-undang dan menyatakan menolak 
untuk memeriksa berkas perkara tersebut serta segera 
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mengembalikannya kepada Ketua Kamar (melalui Ketua 
Majelis). 
2) Setiap anggota Majelis Hakim membaca dan memeriksa 
berkas perkara secara serentak sesuai dengan jangka waktu 
yang dimiliki berdasarkan Surat Penetapan Hari 
Musyawarah. 
3) Setiap anggota Majelis Hakim memberikan pendapat dalam 
lembar pendapat (adviesblad) untuk dibawa ke Sidang 
Musyawarah dan Ucapan yang telah ditetapkan. 
4) Pemeriksaan berkas perkara sebagaimana dimaksud angka 
(f.2.) dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumen 
elektronik Bundel B yang tersedia dan apabila diperlukan 
dapat melihat/memeriksa beras perkara Bundel A yang ada 
pada Ketua Majelis. 
5) Panitera Muda Kamar menyampaikan rol sidang kepada 
setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 
sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan. 
g. Persidangan Musyararah dan Ucapan 
1) Persidangan musyawarah dan ucapan dilaksanakan pada 
hari yang telah ditetapkan dengan dihadiri oleh seluruh 
anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 
2) Segera setelah penjatuhan putusan dalam perkara pidana, 
Panitera Pengganti menyusun Petikan Putusan. 
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3) Panitera Muda Kamar harus melakukan publikasi informasi 
perkara berdasarkan rol hasil sidang atau Petikan Putusan. 
4) Publikasi informasi perkara sebagaimana dimaksud angka 
(g.3.) berisi amar lengkap putusan dan tanggal putus. 
h. Minutasi 
1) Karena sifat kerahasiaannya, Panitera Muda Perkara, 
Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Operator dan 
tenaga fungsional lainnya yang membantu dalam 
penyelesaian perkara wajib merahasiakan konsep putusan. 
2) Panitera Pengganti dibantu operator melengkapi konsep 
putusan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan 
amar berdasarkan hasil persidangan musyawarah dan 
ucapan. 
3) Panitera Pengganti melakukan koreksi atas konsep putusan 
yang telah lengkap dengan ketentuan: 
a) memastikan kesesuaian format putusan dengan templat 
putusan; 
b) memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan 
dengan data pada berkas perkara; 
c) memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (typo / text 
fault). 
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4) Setelah Panitera Pengganti memastikan hasil koreksinya, 
Hakim Agung P1 melakukan pengecekan dan koreksi 
kembali atas konsep putusan dengan ketentuan: 
a) memastikan kebenaran data yang dapat mengakibatkan 
batalnya putusan; 
b) memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan 
amar putusan; 
5) Ketua Majelis melakukan pengecekan dan koreksi akhir 
atas konsep putusan dengan ketentuan memastikan 
kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan. 
6) Setelah ketentuan dalam angka (h.3.), (h.4.) dan (h.5.) 
terpenuhi, dokumen putusan ditandatangani oleh Ketua 
Majelis, setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera 
Pengganti. 
7) Panitera Pengganti membuat salinan putusan setelah 
dokumen putusan tertandatangani. 
8) Atas salinan putusan, Panitera Pengganti melakukan 
pemeriksaan akhir atas kesesuaiannya antara dokumen 
putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik 
putusan. 
9) Panitera Pengganti melanjutkan distribusi dokumen 
putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan 
kepada Panitera Muda Kamar. 
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10) Panitera Muda Kamar mengunggah dokumen elektronik 
putusan pada Direktori Putusan. 
11) Panitera Muda Kamar melanjutkan distribusi dokumen 
putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan 
kepada Panitera Muda Perkara. 
i. Pengiriman Berkas 
1) Panitera Muda Perkara melakukan pemeriksaan akhir atas 
otentifikasi salinan putusan. 
2) Panitera Muda Perkara mengirimkan salinan putusan dan 
berkas perkara Bundel A ke Pengadilan pengaju serta 
mengirimkan dokumen putusan dan berkas perkara Bundel 
B ke unit kerja pengarsipan. 
j. Ketentuan mengenai jangka waktu penanganan perkara kasasi 
dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diatur dalam 
Surat Keputusan tersendiri.
4
 
B. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 492K/AG/2012 
Deskripsi Putusan Nomor 492K/AG/2012 mengenai duduk perkara 
dan alasan-alsan Pemohonan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah 
Agung yang berisikan tentang identitas para pihak, posita, petipum, dan proses 
persidangan dan tahap pemeriksaan perkara selama persidangan. 
 
                                                          
4
Prosedur Berperkara, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index. php/ 
prosedur-berperkara/277-uncategorised. Di akses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 
14.00 WIB. 
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1. Identitas Para Pihak 
Mahkamah Agung yang mengadili perkara pada tingkat kasasi 
dengan persidangan Majelis dalam perkara nomor 492K/AG/2012 yang 
diajukan oleh: 
a. H. Achmad Jakoen Tjokrohadi bin Acmad Tohir, bertempat tinggal di 
Jalan diponegoro, No. 2, RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan 
Klojen, Kota Malang (Pembanding 1). 
b.  Hj, Boediharti binti Notodiharjo, bertempat tinggal di Jalan 
diponegoro, No. 2, RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan 
Klojen, Kota Malang (Pembanding 2). 
c. Dra. Ani Hadi Setyowati Alias Indra Sudibyo binti H. Achmad Jakoen 
Tjokrohadi, bertempat tinggal di Pondok Bambu Asri Blok A II/23, 
RT12/ RW 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, 
Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta. (Terbanding 1) 
d. Surya Indra sudibyo bin Joko Sudibyo, bertempat tinggal di Pondok 
Bambu Asri Blok A II/23, RT12/ RW 009, Kelurahan Pondok Bambu, 
Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
(Terbanding 2) 
2. Posita 
Adapun posita pada putusan Mahkamah Agung Nomor 
492K/AG/2012 adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para pemohon 
kasasi dahulu sebagai penggugat I dan II telah menggugat sekarang 
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Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan 
Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil : 
b. Bahwa para Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah 
menikah dan telah karunia 8 (delapan) orang anak kandung yaitu 
sebagai berikut: 
1) Agus Budianto 
2) Ani Hadi Astuti 
3) Ani Hadi Moekti Lestari 
4) Ani HAdi Setyowati (Tergugat I) 
5) Agoestin Kemalawati 
6) Agus Budi Wasano 
7) Setyo Boedi Hartono 
8) Agus Hari Purnomo 
c. Bahwa selama pernikahan para penggugat (H. Ahmad Jakoen 
Tjokrohadi dan Hj. Boediharti) memiliki harta gono gini sebidang 
tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 
No. 208 dahulu atas nama Ahmad Jakoen Tjokrohadi (Penggugat I) 
sekarang telah berubah menjadi atas nama Dra. Ny. Ani Indra Sudibyo 
alias Ani HAdi Setyowati (Tergugat I0 yang terletak di Jl. Diponegoro 
No. 2 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojan kecamatan Klojan Kota 
Malang seluas 983 m2 yang telah didiami oleh para Penggugat beserta 
anak-anaknya tersebut sejak tahun 1965 dengan batas-batas sebagai 
berikut: 
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1) Sebelah barat  : Jalan Diponegoro 
2) Sebelah Selatan : Rumah H. Marhaji 
3) Sebelah Timur : Parit 
4) Sebelah Utara   : Parit 
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, dimana obyek sengketa 
tersebut harta satu-satunya milik Pergugat; 
d. Bahwa tanggal 11 Nopember 1999 para Penggugat yang telah berusia 
lanjut, atas inisiatif Tergugat I yang selalu didukung Tergugat II 
sebagai suaminya dan tanpa di damping oleh siapapun termasuk oleh 
anak-anaknya kandung lainnya, diajak menghadap kekantor Notaris 
untuk Menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari 
para penggugat, ternyata yang ditandatangani tersebut adalah Akta 
Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang 
dibuat oleh Notaris Malang Tri sukmawati Handayani, S.H. yang berisi 
para penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa 
seluruhnya kepada Tergugat I; 
e. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan para 
Penggugat yang telah berusia lanjut dan juga telah merekayasa surat 
Pernyataan Persetujuan Dibawah Tangan yang tanpa tanggal dari 
ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui hibah para Penggugat 
kepada Tergugat I, dimana kenyataanya Surat Pernyataan Persetujuan 
dimaksid ditandatangani ketujuh saudara kandungnya dalam bentuk 
blangko kosong  tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya oleh Tergugat 
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I dan secara fakta hukum terdapat keanehan /kejanggalan terhadap 
adanya Surat Pernyataan Persetujuan tersebut, karena kenyataanya 
ketujuh saudara kandungnya belum pernah mendapat pemberian harta 
apapun dari orang tuanya/para Penggugat; 
f. Bahwa kemudian ternyata dengan adanya Akta Hibah Nomor 
`162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 dimanfaatkan oleh tergugat I 
untuk mengalihkan hak kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa 
dari semula atas nama Ahmad Jakoen Tjokrohadi (Penggugat I) beralih 
menjadi hak milik atas nama Dra. Ny. Ani Indra Sudibyo alias Ani 
Hadi Setyowati (Tergugat I) yang sesungguhnya bertentangan dengan 
pemahaman para penggugat /pemberi hibah/ orang tua kandung 
Tergugat I; 
g. Bahwa dengan adanya perbuatan berupa penyalahgunaan keadaan para 
penggugat yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-
apa serta merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan dari ketujuh 
saudara kandungnya yang dibuat dibawah tanggan tanpa tanggal untuk 
membuat Akta Hibah Nomor: 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 
adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
para Tergugat; 
h. Bahwa pembuatan yang dilakukan oleh para Tergugat selain melawan 
hukum juga bertentangan/ melanggar Pasal 210 ayat (1) Bab VI 
Kompilasi Hukum Islam yang berdampak kelak akan menghilangkan 
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Hak Waris Ketujuh saudara kandung lainnya terhadap satu-satunya 
harta milik orang tua kandung/para Penggugat; 
Vide : Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: 
Orang yang berumur sekurang-kurannya 21 tahun, berakal sehat dan 
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sekuran-kurannya 21 
tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga 
dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki; 
i. Bahwa adanya perbuatann melawan hukum yang dilakukan oleh para 
Tergugat dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 11 
Nopember 1999 mengakibatkan Akta Hibah tersebut mengandung 
cacat hukum sehingga harus dibatalkan; 
Vide : Pasal 212 Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada 
anaknya: 
j. Bahwa dikawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain 
oleh para Tergugat maka perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir 
beslag) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa 
tersebut; 
k. Bahwa agar menjamin para Tergugat tidak mengabaikan putusan 
Pengadilan maka para penggugat mohon agar para Tergugat dihukum 
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu 
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rupiah)  per-hari atas keterlambatan para penggugat dalam 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewijsde); 
l. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang didukung oleh 
bukti-bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggung 
jawabkan, maka para Penggugat mohon agar gugatan para Penggugat 
dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorraad)  walaupun 
adanya upaya hukum verset, banding maupun kasasi; 
3. Petitum 
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II 
memohin kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan 
sebagai berikut:  
a. PRIMAIR 
1) Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk 
seluruhnya; 
2) Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 
hukum dengan memanfaatkan keadaan para Penggugat dan 
melanggat pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukun Islam; 
3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) 
terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam 
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 atas nama Dra. Ny. Ani Indra 
Sudibyo alias Ani Hadi Setyowati (Tergugat I) yang terletak di 
Diponegoro No 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen, kecamatan 
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Klojen, Kota Malang seluas 983 m2 dengan batas-batas sebagai 
berikut : 
1) Sebelah barat  : Jalan Diponegoro 
2) Sebelah Selatan  : Rumah H. Marhaji 
3) Sebelah Timur  : Parit 
4) Sebelah Utara   : Parit 
4) Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah Nomor 
162/Klj/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh 
Notaris Maalang tri Sukmawati , S.H. mengandung cacat hukum 
dan harus dibatalkan.; 
5) Menghukum para Trgugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) Ro100.000,- (serratus ribu rupiah setiap kali para 
tergugat lalai/ mangkir memenuhi putusan pengadilan semenjak 
terguran perrama sampai terlaksananya putusan; 
6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
(ultvoerbaar bij voorraad) walaupun adanya upaya hukum, verzet, 
banding maupun kasasi; 
7) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul 
dengan adanya perkara ini; 
b. SUBSIDAIR 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon menjatuhkan 
putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono). 
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4. Proses Persidangan Kasasi dan Tahap Pemeriksaan Berkas Perkara 
a. Menimbang, Bahwa terhadapat gugatan tersebut para Tergugat 
mengajukan eksepsi yang pada pokonya atas dalil-dalil sebagai 
berikut: 
1) Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan para 
Penggugat kecuali yang diakui secara tegas. 
2) Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (Expetio Absolute 
Competentie); 
b. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon 
Kasasi/ Penggugat I dan II dalam memori Kasasinya tersebut pada 
pokoknya ialah: 
1) Judex facti telah salah dan keliri menerapkan hukum 
2) Judex facti tidak cermat menafsirkan unsur pasal 1338 
KUHPerdata 
3) Judex facti terlalu sumier dan kurang cermat menerapkan firman 
Allah Al-Isra ayat 34 dan surat Al-Maidah ayat 1 
4) Judex facti dalam perkara a quo telah melanggar amandemen pasal 
23 ayat (2) uud 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU no. 14 tahun 1970 
sebagaimana diubah dengan UU no.35 tahun 1999 dan sekarang 
diganti dengan pasal 2 jo pasal 10 ayat (2) UU no.4 tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman (judicial power) 
5) Onvoldoende gemotiveedd (judex facti kurang cukup 
mempertimbangkan) 
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c. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat: mengenai alasan-alasan Kasasi Sub 1s/d 5. Alasan 
tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi 
Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan dengan pertimbangan 
sebagai berikut: 
Dalam Pasal 5 Akta Hibah (bukti T.1.1) termaktub klausul 
yang berbunyi: “kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala 
akibatnya memilih tempat kediaman hukumyang umum dan tidak 
berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang”, berdasarkan 
pasal tersebut judex facti mempertimbangkan dan memutus tidak 
berwenang menyelesaikan perkara a quo. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 
1989 sebagai yang telah diubah UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan 
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 menyebutkan “Pengadilan 
Agam bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara-perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 
Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan “semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Pasal tersebut tidak tepat diterapkan terhadapt Pasal 5 
Akta Hibah yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat I karena 
klausul Pasal 5 Akta Hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 49 di 
UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU N0. 50 Tahun 2009, 
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dengan demikian judex facti telah keliiru dalam menerapkan hukum. 
Oleh karena itu putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili 
sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini: 
d. Menimbang, bahwa Pasal 210  ayat (1) KHI menegaskan “ orang yang 
telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta 
kekayaannya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang 
saksi untuk dimiliki”, dan para Tergugat tidak membantah secara tegas 
bahwa obyek sengketa merupakan obyek satu-satunya harta yang 
dimiliki para Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan 
Akta Hibah ternyata para Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I 
melebihi dari 1/3 harta kekayaannya, sehingga lus obyek sengketa 
yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Akta 
Notaris Malang No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 
yang di buat Notaris Malang Tri Sukmawati  Handayani, S.H. 
dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
e. Menimbang, bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat 
ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, oleh 
karenanya tuntutan para Pemohon Kasasi hibah sebagaimana tertuang 
dalam Akta Hibah No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 
yang di buat Notaris Malang Tri Sukmawati  Handayani, S.H. 
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dinyatakan cacat hukum adalah tuntutan yang mempunyai landasan 
hukum. 
f. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Hibah para Penggugat telah 
memberikan hibah kepada Tergugat I dan tidak ditemukan petunjuk 
para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
pembuatan Akta Hibah tersebut, dengan demikian petitum angka 2 
para Penggugat dinyatakan ditolak. 
g. Menimbang, bahwa sertifikat hak milik (SHM) No. 208 atas nama Ny. 
Dra. Ani Hadi Setyowati alias Ani Indra Sudibyono binti H. Ahcamad 
Jakeon Tjokrohadi atas obyek sengketa berada ditangan para Tergugat, 
sehingga patut diduga tidak tertutup kemungkinan bagi para Tergugat 
untuk dialihkan obyek sengketa kepada pihak lain, dengan demikian 
petitum para Pengugat angka 3 tentang permohonan sita jaminan patut 
dikabulkan. 
h. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat 
angka 6 yang menurut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih 
dahulu syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 
Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum ini guna harus 
ditolak; 
i. Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi pada intinya para 
Tergugat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik para 
Tergugat karena perkara a quo,hal ini bukan kewenangan absolut 
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Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan rekonvensi para Tergugat 
dinyatakan tidak dapat diterima; 
j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak 
perlu pertimbangan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat 
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ACHAMD JAKOEN 
TJOKROMHADI Bin ACHMAD TOHIR dan kawan dan 
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 
48/Pdt.G/2012/PTA. Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan 
tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang menguatkan putusan Pengadilan 
Agama malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tanggal 23 November 
2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1432 H serta 
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan amar putusan 
sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini. 
k. Menimbang, oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang 
kalah, maka harus dihukum untuk membayar perkara dalam semua 
tingkat pengadilan; 
Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 
dengan UU N0. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 
Tahun 2009 , UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah 
dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 
Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. 
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5. Putusan  
 MENGADILI: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. 
ACHAMD JAKOEN TJOKROHADI Bin ACHMAD TOHIR, HJ. 
BOEDIHARTI Binti NOTODIHARJO tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 
48/Pdt.G/2012/PTA. Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan 
tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang menguatkan putusan Pengadilan 
Agama malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tanggal 23 November 2011 
M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1432 H. 
MENGADILI SENDIRI 
DALAM KONVENSI 
Dalam Eksepsi 
Menolak eksemsi para Tergugat 
Dalam Pokok Perkara 
a. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian; 
b. Menyatakan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tanggal 11 
November 1999 yang di buat oleh Notaris Malang Tri 
Sukmawati Handayani, S.H. batal demi hukum; 
c. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk 
melaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa sesuai prosedur 
yang berlaku dan sita tersebut dinyatakan sad an berharga; 
d. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya. 
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Dalam Rekonvensi 
Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat Rekonvensi 
/para Tergugat Kasasi. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
a. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat 
Rekonvensi untuk membayat biaya perkara dalam tingkat 
pertama sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu 
ribu rupiah). 
b. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara 
pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh 
ribu rupiah). 
Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
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BAB IV 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 
492K/AG/2012) 
A. Permasalahan Antara Anak dan Orang Tua dibawa di Pengadilan dalam 
Perkara Nomor 492K/AG/2012 di Mahkamah Agung 
Dalam setiap perkara didalam persidangan penggugat tidak serta 
merta menggugat perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan 
Penggugat mempunyai Permasalahan-permasalahan dan landasan hukum 
untuk menggugat suatu perkara tersebut. Karena keadilan merupakan 
suaatu keharusan yang ada dalam setiap Orang. Dalam gugatan yang di 
buat oleh penggugat harus mempunyai bukti yang cukup dan kuat agar di 
dalam persidangan bisa diterima dan di adili oleh hakim di pengadilan. 
Dalam perkara keperdataan antara anak dan orang tua dalam kasus 
pembatalan akta hibah dengan perkara Nomor 492K/AG/2012 di 
Mahkamah Agung, yang mana dalam persidangan sebelumnya orang tua 
tidak memenangkan perkara di Pengadilan Agama Malang dalam perkara 
Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg dan di Pengadilan Tinggi Surabaya 
dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA. Sby dan pada akhirnya orang 
tua menempuh jalur hukum selanjutnya yaitu Kasasi. Dalam penulisan ini, 
penulis akan melakukan penelitian tentang permasalahan antara anak dan 
orang tua di bawa sampai kepengadilan di dalam perkara Nomor 
492K/AG/2012. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, diatur secara umum tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang 
memuat ketentuan sebagai berikut: 
1. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
2. Peradilan Umum sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana 
dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara 
orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
4. Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tindak 
pidana militersesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha negarasesuai dengan peraturan 
perundangundangan.
1
 
                                                          
1
ibid 
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 
berbunyi peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam.
2
 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Peradilan 
Agama Pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
1. Perkawinan 
2. Warisan 
3. Wasiat 
4. Hibah 
5. Wakaf 
6. Zakat 
7. Infaq 
8. Shadaqah dan 
9. Ekonomi syariah3 
Serta dalam Pasal 50 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “apabila terjadi 
sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek 
hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa diputus 
                                                          
2
 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
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oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49”.4 
Maka dari itu menurut penulis permasalahan tersebut memang 
harus dibawa di pengadian Agama karena permasalahan tersebut 
menyangkut pembatalan akta hibah dan para Pemohon Kasasi yaitu orang  
tua sudah benar kalau gugatan di ajukan di Pengadilan Agama Malang 
karena kedua belah pihak  beragama Islam dan dalam gugatan tersebut 
orang tua ingin membatalkan akta hibah yang sebelumnya para orang tua 
tidak merasa kalau menghibahkan harta mereka kepada Termohon Kasasi 
yaitu anak dan memantu Pemohon kasasi, itu sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 
berbunyi peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, diatur secara umum tentang kekuasaan Mahkamah 
Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya. Lalu di lihat dari  gugatan orang tua terhadap anak dan 
memantunya yaitu pada intinya pembatalan akta hibah, orang juga tua 
sudah tepat kalau di ajukan di Pengadilan Agama Malang, karena sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Peradilan Agama 
Pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
                                                          
4
Ibid 
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orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, Wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, tetapi faktanya 
pengadilan Agama Malang menolak gugatan para Tergugat begitu pula 
dengan Pengadilan Tinggi Surabaya. Maka dari itu di ajukan ke tingkat 
kasasi agar orang tua bisa membatalkan surat akta hibah terhadapa 
anaknya yang menurut orang tua itu merupakan perbuatan melawan 
hukum karena pihak orang tua tidak merasa menghibahkan hartanya untuk 
anak  dan mantunya. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Sengketa Antara Anak 
Dan Orang Tua Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
492K/AG/2012 
Hakim Mahkamah Agung melakukan Tinjauan Hukum islam 
dalam rangka memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nash dan 
KHI dalam upaya mengembangkan teks untuk mencapai maqashaid al 
syari’ah, yaitu: (aspek filosofi) dan kemanfaatan (aspek sosiologis) 
Metode hakim dalam memutus perkara ini tidak dapat dilepaskan 
dengan teori maqashaid al syari’ah dengan metode “istihsan” dan 
“maslahat”. Di samping berkaitan dengan tugas hakim adalah memutus 
perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim mengaplikasikan pada 
kasus-kasus tertentu, maka bentuk ijtihadnya adalah ijtihad tatbiqi di 
samping ijtihad istinbati. 
Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata دص اقمdan ةعي رشلا. Maqasid 
adalah jamak dari yang berasal dari fi’il دصق yang berarti mendatangkan 
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sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Syari'ah menurut 
bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai 
jalan ke arah sumber pokok keadilan.
5
 
Ulama ushul fiqh mendefenisikan Maqasid al-Syari'ah dengan 
makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu 
hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-Syari'ah 
dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan Asrar al-
Syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang 
ditetapkan oleh syara’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia 
baik di dunia maupun di akhirat.Misalnya, syara’ mewajibkan 
berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama 
Allah swt.
6
 
Istihsan, secara etimologis mengandung arti menganggap sesuatu 
itu baik. Secara terminologis, Istihsan adalah berpalingnya sang mujtahid 
dari tuntunan qiyas yang jelas ‘illatnya kepada tuntunan  qiyas yang samar 
‘illatnya berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional atau 
berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum umum kepada tuntutan 
hukum spesifik berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional.
7
 
Mashlahah Mursalah bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu 
metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun 
tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada 
pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (maqashid as-syari’ah). 
Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang 
semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan 
pensyari’atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 
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manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai 
bentuk kerusakan.
8
 
Dalam memutus perkara setiap perkara didalam persidangan kasasi 
hakim Mahkamah Agung tidak serta merta memutus perkara dengan 
sekehendak hatinya sendiri. Melainkan hakim mempunyai pertimbangan-
pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara 
tersebut. Karena dasar dan pertimbangan hukum merupakan suatu 
keharusan yang ada pada setiap putusan dan penetapan. Dalam 
pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim sebagai landasan 
penetapan. Dalam pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim 
Mahkamah Agung sebagai landasan penetapan dan putusan juga 
digambarkan tentang bagaimana hakim membatasi fakta-fakta atau 
kejadian, penilaian tentang fakta yang diajukan, pertimbangan hakim 
agung juga disusun secara berurut atau rinci, memuat dasar-dasar hukum 
yang di pergunakan dalam menilai dan memutus perkara. 
Dalam kasus antara anak dan orang tua dalam perkara nomor 
492K/AG/2012 di Mahkamah Agung yang telah di putus oleh Hakim 
Agung maka Hakim Agung mempertimbangkan dan mempunyai dasar 
hukum yang sudah ada. Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan 
penelitian keperdataan antara anak dan orang tua dalam kasus pembatalan 
akta hibah perkara Nomor 492K/AG/2012 di Mahkamah Agung. Adapun 
                                                          
8
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dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 104. 
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alasan-alasan pemohon Kasasi tersebut sudah tertulis dalam Surat 
Permohonan Kasasi. 
Pasal 210  ayat (1) KHI menegaskan “ orang yang telah berumur 
21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya sepertiga (1/3) dari harta kekayaannya kepada orang lain atau 
lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, anak dan menantu 
tidak membantah secara tegas obyek sengketa obyek satu-satunya harta 
yang dimiliki orang tua, dan ternyata dalam akta hibah tersebut orang tua 
memberikan hibah kepada anaknya melebihi 1/3 kekayaan, sehingga luas 
obyek sengketa bertentangan dengan hukum oleh karena itu Akta Hibah 
No. 12/Klj/11/1999 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum.  
Sehingga menurut penulis tinjauan hukum Islam dalam memutus 
perkara ini menggunakan teori maqashaid al syari’ah dengan metode 
“istihsan” dan “maslahat”. Hakim dalam memutus perkara ini  bertujuan 
untuk kearah yang baik dan adil oleh karena itu alasan hakim Mahkamah 
Agung dalam memutus perkara pembatalan akta hibah sudah sesuai karena 
hibah tersebut melebihi 1/3 dari harta para orang tua padahal itu harta satu-
satunya, karena sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ayat 
(1) yang berbunyi “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 
tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga 
dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Maka dari itu Akta Notaris 
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Malang No.162/Klj/11/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum karena 
cacat hukum. Serta dalam Pasal 212 KHI menyatakan “hibah tidak dapat 
ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya” maka dari itu 
tuntutan orang tua kepada anaknya mempunyai landasan hukum dan 
hakim Mahkamah Agung pantas mengabulkan Permohonan Kasasi orang 
tua untuk membatalkan akta hibah ke anaknya karena mempunyai 
landasan hukum yang tepat dan adil.  
Menurut penulis hakim Mahkamah Agung dalam memutus dan 
mengadili sudah sesuai dengan fungsi Peradilan Mahkamah Agung agar 
semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik 
Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya 
sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan 
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut 
1. Permasalahan antara anak dan orang tua dibawa di pengadilan dalam 
perkara No 492K/AG/2012 di Mahkamah Agung, memang seharusnya 
permasalahan tersebut di bawa ke Pengadilan Agama Malang karena 
kedua belah pihak beragama Islam dan dalam gugatan tersebut orang tua 
ingin membatalakan akta hibah kepada anak dan menantunya, itu sudah 
sesuai dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU 
No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 berbunyi Peradilan 
Agama adalah  peradilan bagi orang-oramg Islam UU No 3 Tahun 2006  
tentang Peradilan Agama Pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, warisan, Wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan 
ekonomi syariah, 
2. Tinjauan hukum Islam dalam memutus perkara ini menggunakan teori 
maqashaid al syari’ah dengan metode “istihsan” dan “maslahat”. Hakim 
dalam memutus perkara ini  bertujuan untuk kearah yang baik dan adil. 
Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung pantas mengabulkan 
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Permohonan Kasasi orang tua untuk membatalkan akta hibah ke anak 
dan menantunya karena mempunyai landasan hukum yang tepat dan adil.  
B. Saran  
1. Orang tua seharusnya berhati-hati bilamana anak mengajak ke kantor 
Notaris untuk menandatangani kertas kosong dan tidak jelas alasannya. 
2. Seharusnya seorang anak memuliyakan orang tua karena orang tualah 
yang telah membesarkan anak dengan tulus dan tidak sepantasnya anak 
tega merebut harta orang tua. 
3. Kantor Notaris seharusnya seharusnya tidak menerima permintaan client 
bila mana permintaan tersebut melawan hukum. 
4. Dalam permasalahan pembatalan akta hibah seharusnya Pengadilan 
Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya berhati-hati dalam 
mengambil keputusan karena itu menyangkut keadilan, ketepatan, dan 
kebenaran bagi orang-orang yang mencari perlindungan hukum. 
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